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Kenapa isu ini penting?

???
ini bukan sekadar revisi administratif,
tetapi menyangkut desain hubungan
sipil–militer pasca Reformasi



Pertanyaan Penelitian
1.Framing aktor dalam revisi => sebagai pintu masuk untuk

memahami legitimasi kebijakan.
2.Relasi kuasa dalam produksi narasi => narasi tidak lahir

netral; ia diproduksi oleh aktor yang punya kuasa
3.Rekomendasi untuk kontrol sipil & proses kebijakan yang

sehat => penting karena riset bukan hanya diagnosis,
tetapi menawarkan solusi



Narrative Policy
Framework (NPF)

 setting, characters, plot, moral.

Framing Entman 
 problem, cause, moral, solusi

Relasi Kuasa
Foucault 

Kerangka Teoritis



Kualitatif Deskriptif
Analisis Dokumen dan

Wawancara
Triangulasi => media, riset

lembaga dll.

Metode Penelitian



Fokus bukan hanya hasil:
bukan cuma soal rekomendasi

diterima.

Perhatikan proses :
siapa ngomong, narasi apa yang dipakai,

siapa yang menang/terpinggirkan.

Analisis membantu: 
bongkar framing & posisi kuasa

di balik kebijakan.

Kebijakan=Kontestasi Makna
Jadi.........



Sumber Gambar: Google



Bagaimana relasi kuasa
bekerja?

Pemerintah dan DPR memonopoli proses
pembahasan; minim partisipasi → wacana
resmi nyaris tidak terbantahkan.
Penyusunan dilakukan secara cepat dan
tertutup, mempersempit ruang masyarakat
sipil.
Negara menggunakan otoritas hukum, militer
dll (termasuk regulasi) untuk membingkai
revisi sebagai “kebutuhan keamanan
nasional.” dan membungkam suara.

VERTIKAL:
menyangkut siapa yang memegang otoritas
formal dan bagaimana mereka menggunakannya.

Negara mengendalikan jalur formal untuk
mendefinisikan apa itu "ancaman" dan “kebutuhan
mendesak,” sehingga narasi tandingan tidak ikut
masuk ke produk regulasi.

HORIZONTAL:
bagaimana negara menguasai ruang produksi wacana di

luar gedung parlemen: media, digital, dan opini publik..

Narasi keamanan (cyber threat, geopolitik,
stabilitas nasional) didorong terus menerus
oleh pejabat tinggi, juru bicara, dan media
arus utama.
Kritik masyarakat sipil dibalas dengan narasi
defensif.
Pengerahan penggaung (jasa penggiring
opini).

Negara mengendalikan jalur formal untuk
mendefinisikan apa itu "ancaman" dan “kebutuhan
mendesak,” sehingga narasi tandingan tidak ikut
masuk ke produk regulasi.



Bukti Konkret “Militerisasi”

Praktiknya justru bertolak belakang
dengan narasi meningkatkan
“profesionalisme” TNI



Kesimpulan
Revisi UU TNI bukan sekadar kebutuhan
keamanan, melainkan produk kontestasi
naratif dan konsolidasi kekuasaan.
Negara berhasil membangun hegemoni melalui
narasi keamanan → militerisasi ruang sipil jadi
tampak wajar.
Ruang partisipasi publik semakin
terpinggirkan.

Bagaimana dampak
jangka panjang
terhadap demokrasi?



Rekomendasi
1.Perkuat Pengawasan Sipil atas TNI
DPR dan Komisi I perlu memastikan implementasi revisi UU TNI tetap tunduk pada prinsip demokrasi dan
kontrol sipil. Kemhan harus membuka transparansi anggaran dan melibatkan publik dalam evaluasi
program non-pertahanan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil.

2. Reformasi Tata Kelola Ekonomi Militer
BPK dan KPK harus melakukan audit menyeluruh atas kegiatan ekonomi TNI, terutama di proyek strategis
yang rawan konflik kepentingan. Hasil audit harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti secara hukum.
Kemenkeu perlu menerapkan sistem transparansi lintas sektor untuk semua proyek yang melibatkan TNI.

3. Lindungi Ruang Ekspresi dan Media Independen
Komdigi dan lembaga terkait harus meninjau ulang regulasi digital yang berpotensi membatasi kebebasan
berekspresi, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, AJI, dan LBH Pers. Media
perlu memperkuat kolaborasi lintas redaksi untuk membangun basis data investigatif tentang relasi
militer–bisnis–politik.



Rekomendasi
4. Perkuat Advokasi dan Narasi Publik Masyarakat Sipil
Koalisi masyarakat sipil perlu membentuk gugus tugas lintas sektor untuk memonitor dampak revisi
UU TNI. Advokasi harus berjalan melalui dua jalur:

Kebijakan: dialog dengan DPR dan kementerian melalui policy brief, hearing, dan laporan publik.
Kultural: kampanye kreatif—podcast, komik digital, film pendek, serta penguatan kampus sebagai
ruang kritik dan produksi wacana tandingan, agar kesadaran publik tentang kontrol sipil tumbuh
lebih luas.
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